
 
 
 
 
 

WALIKOTA SALATIGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 
NOMOR 34 TAHUN 2020          

 
TENTANG 

NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN  

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SALATIGA,  

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 

(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi  Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, telah dilaksanakan evaluasi jabatan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga; 

b. bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 27 Mei 2019 Nomor 
B/639/M.SM.04.00/2019 Persetujuan Hasil Evaluasi 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu 
menetapkan Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan 
Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Salatiga; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, 
dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Salatiga;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937); 
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 240); 
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1636); 
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar 

Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016                 

Nomor 9); 
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2016 Nomor 24); 

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 25); 
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2016 Nomor 26); 



 

 

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016 Nomor 27); 
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2016 Nomor 28); 

17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 

2016 Nomor 29); 
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2016 Nomor 30); 

19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 31); 
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2016 Nomor 32); 

21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 33); 
22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Pelindungan Anak (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 

2016 Nomor 34); 
23. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 35); 

24. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah 

Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 36); 
25. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 

2016 Nomor 37); 
26. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 38); 

27. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016 Nomor 39); 
28. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 40); 



 

 

29. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016 Nomor 41); 
30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 42); 

31. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 43); 
32. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 44); 

33. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 4); 
34. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 46); 

35. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Salatiga 

Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah diubah denga 
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian; 

36. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2016 Nomor 48); 
37. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 

2016 Nomor 49); 
38. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 50); 

39. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2016 Nomor 51); 
40. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 52); 



 

 

41. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Staf Ahli Walikota (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 53); 

42. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah 

Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 56); 

43. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat 
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 57); 
44. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi 

Farmasi pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2016 Nomor 60); 

45. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan 
Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada 

Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 
Nomor 7); 

46. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 8); 
47. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun 

Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 

Nomor 9); 
48. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi 

Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2018 Nomor 10); 

49. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan  Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat  

Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup 
(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 11); 

50. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah  Pasar pada 
Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2018 Nomor 12); 

51. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 

Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 13); 

52. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan 
Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, 

KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA. 



 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota  Salatiga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS. 

7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, 
dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan 

Perangkat Daerah/Unit Kerja. 
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi 

pada instansi Pemerintah Daerah. 

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
12. Nomenklatur jabatan adalah nama jabatan yang menunjukan 

kedudukan seorang PNS dalam organisasi.  
13. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat 

jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 

14. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan 
informasi jabatan. 

 
Pasal 2  

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai 
dasar penetapan nomenklatur jabatan, kelas jabatan, dan 
nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai 
acuan dalam pengangkatan dalam jabatan dan pemberian 

tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 
 

 
 
 

 
 



 

 

BAB II  

NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN  
DAN NILAI JABATAN 

 
Pasal 3  

Nomenklatur jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 

terdiri atas: 
a. Jabatan Struktural;  
b. Jabatan Pelaksana; dan 

c. Jabatan Fungsional. 
 

Pasal 4  
(1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a, terdiri atas: 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama; dan 
b. Jabatan Administrasi. 

(2) Jabatan Pimpinan Tinggi pratama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, termasuk staf ahli Walikota. 

(3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, meliputi jabatan administrator dan jabatan 
pengawas. 

(4) Nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi pratama dan Jabatan 

Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b didasarkan atas: 

a. Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah; dan 

b. Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah. 
 

Pasal 5  
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 6  

(1) Nomenklatur jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk 
Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2) Nomenklatur jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk 
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
 

Pasal 7  

(1) Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan dalam: 

a. penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan; 
b. pemberian tambahan penghasilan PNS. 

(2) Tata cara penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Tata cara pemberian tambahan penghasilan PNS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

 

BAB III  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga. 
        

Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal 5 November 2019 

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 

ttd 
 

YULIYANTO 
 
Diundangkan di Salatiga  

pada tanggal 5 November 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
ttd 

 
   FAKRUROJI 
 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 34 
 

 

 

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, 

 
 
 

HARYONO ARIF, SH 
Pembina Tk.I 

NIP. 19661010 198603 1 010 


